
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25), sebagaimana telab diubah denpn Undang­
Undang Nomor 7 Tabun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun Bansko dan Daerah
Tingkat n Tanjung Jabung (Lembaran Nepra RepubUk
Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nepra
Republik Indonesia Nomor 2755);

1.

b.

bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 68 Tabun
2022 ~entang Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati belum mengakomodir
pedoman biaya penunjang Operasional bagi Penjabat
Bupati, Penjabat Sementara Bupati sehingga perlu
dilakukan penyempurnaan;
babwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Merangin Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

a.
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6.

~ndang-Undang NOInor 17 Tabun 2003 tentans
T:;:antlan Nel!BraILeInbaranNegaraRepubllkIndonesia

un ,2003 NOInor47, TlUnbaban Lemb""", Negara
Republlk Indonesia Nomor 4286) sebagahnana telab
d,ubah bebera"" kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Undang_Undang IUU) Nomor 7 Tabun 2021
tentang Harmoniaasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Nel!Bra Republik Indonesia Tabun 2021Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhtr dengan Undang­
Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung ~
Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepuhlik Indoneeia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang'Undang N

P'lnb'ntUkan l<abu;:~~ S~o Tabun 1999 !ontong
l<abUpaten M"aro Jamb' langun, kabuPaten Tebo
~ab"ng TUn"r 1LeInbaranINdan kabUpat'n TllI\iun~
abun 1999Nornor 182 T egara Republik Indoneaia

Republik IndoneSia N ' IItnbaban Letnbaran Negara
diUbah dengan Und ornor 3903) Sebagaitnana tel~\..t

ang-Undang N &CUIentang Pel'llbaban A OInor14 Tabun 2000
l'e.hun 1999 l'e tantaa Undang-Undang Nornor S4
SIn g Pembentukan lr_aro angun, KabUpaten 'reba Kab nctbupaten
dan I<abuPaten Tan'Un ' UPat'n MUatoJlUnbi,
Negara RepUblik I dJ g Jabung l'irnur (Lembaran
l'arnbahan Le b n onesia 'rabun 2000 Nomor 81III aran Nea!>.. R, ,
3639); o<Ua epublik Indonesia Nomor

4,

3,



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558~)
seba&aimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan~­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

ik I d . Tahun 2023(Lembaran Negara Republi m onesia blik
Nomor 41, Tambaban Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 6856);

30 Tahun 2014 tentang9. Undang-undang Nomor R blik
. tab (Lembaran Negara epuAdministrasi Pemenn an T bahan

d . Tahun 2014 Nomor 292, amIn onesia 1, • N 5601)'
R blik Indonesia omor •Lembaran Negara epu

6 Tahun 2023 tentang10 Undang-undang Nomor . tab Pengganti Undang-
. P aturan Pemenn v...;

Penetapan er all 2022 tentang Cipta n"&Ja

undang Nomor 2 T u:lik Indonesia Tabun 2023
(Lembaran Negara Repu baran Negara RepubUk

41 Tambahan LemNomor ,
Indonesia Nomor 6856);

20 Tahun 2023 tentang
Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara RepubJik

11. tur Sipil Negara bahan Lembaran
Apara. un 2023 Nomor 20, Tam
Indonesia Tab . Nomor 5494);

Republik IndonesIaNegara

7. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tabun 2022 tentang Perubaban kedua Atas Undang­
undang No 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);



17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman tekrus Pengelolaan Keuangan Daerah.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dtam Negeri N~mor 4 Tahun 2023
tentang Penjabat ubemur, PenJabat Bupati, dan
Penjabat Wall Kota erita Negara RepubUk Indoneaia
Tahun 2023 Nomor 310);

16.

15.

14.

13.

Peraturan Pemerintah N
KedudUkan K Ornor 109 Tabun 2000 tentang
K eUangan Kepala D
epala Daerab (Le b aerah dan Wakil

Tabun 2000 Nomo~2 ~ Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia N ,ambaban Lernbaran Negara

omor 4028);
Peraturan Menteri Dalam .
tentang Pembe tukan Negen Nomor 80 Tabun 2015
Negara RepUb~ Indo ~dUk Hukum Daerab (Berita
sebagaitnana telah din~sahlaTabun 2015 Nomor 2036)
Dal . u dengan Peraturan Menteri
Peru~anNegAen Nomor 120 Tabun 2018 tentang

tas Peraturan M t . Dal .80 Tab en en am NegenNomor
un 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 74 Tahun 2016
tentang Cuti diLuar Tanggungan Negara bagi Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah
diubab dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wall
Kota dan Wakil Wall Kota (Berita Nepra RepubJik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 120)

12.



Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1 Daerah adalah Kabupaten Merangin.
· . b . unsur2 Pemerintah Daerah adalah Bupati se aga!.. .
· . tah Daerab yang metrumptnpenyelenggara Pemenn an . di
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menja
kewenangan daerah otonom",

3 Bupati adalah Bupati Merangm. . ,
4 ' Wakil Bupati adalab Wakil Bupati Me~. tuk
· . nal adalah biaya un5. Biaya Penunjang Operasio Bupati' I Wakil

laksanaan tugasmendukung pe . Peniabet SementaraBupati, Penjabat Bupati, atau J

. "--it'banBupati. erah dalah semua hak dan --"'VI
6, KeuanganDa a rangkap penye1engaraan

daerah dalam dinilai denpn uang
erintahan daerah yang dapat ~_ .. dijadikan

pem bentuk kekayaan yang -.- bwojIba
serta segala be h bung dengan hak danmilik daerah r u
Daerah tersebut.

Pasal I
Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Bupati Merangin
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang
Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah
Kabupaten Tabun 2022 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut.

MEMUTUSKAN:

PERATIJRAN BUPAn TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATl MERANOIN NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANO PEDOMAN BlAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DANWAKIL BUPAn.

Peraturan Oaerab Kabupaten Merangin Nomor 10
Tabun 2016 Tentang P<mbentukan dan Susunan
Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten
Merangin Tabun 2016 Nomor 10);

19. Peraturan BupaU MeratJgin Nomar 68 Tabun 2022
tentang PedoIIlan Biaya Penunjang Ope,..'ionaJ Bupati
dan Waldi Bupati (Berita Oaerah Kabupatcn Menmgin
Tabun 2022 Nomor 68);



Pasal4
. al B ati Merangin dan(1) Biaya penunjang Ope~aslo~ up an dalam APBD

Wakil Bupati Merlan~nti~:~~ng, jenis belanjapada kelompok be anJa . . impinan
. bi k belanja penenma lainnya, p .pegawai, 0 ~e serta Bupati dan Wakil Bupa~

dan anggota DPRD. . al Bupati dan Wakilrincian objek belanja Operasion

Bupati Merangin.Bia a Penunjang Ope~~
(2) Penganggaran dimak:ud pada ayat 11) paling ~

sebagaimana k rna lima belas persen)
sebesar 0,15%. ~~~~ dalamAPBDper tahun ..
pendapatan ASBli.a Penunjang ~

my (2) dialONUlUUUl(3) Anggaran dimaksud pad. ayat ggulanpn
sebagaunana. t koordinasi, penan dantuk kegia an ngamananun .al masyarakat, pe dukungkerawanan SOSl . guna men

kh s lamnya .kegiatan usu ti dan Wakil Bupati.
laksanaan tugas Bupa Biaya Penunjang

pe penganggaran tariat Daerah(4)Pelaks~aan. anakan oleh Sekre
Operasional dilaks.
Kabupaten Merangm.

7. Anggru-an i'endapatan dan Belanja Daerah yang
setanjUlnya disingkat APBD adalah An_
Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMerangin.

8.Penjabat Sementara Bupati yang selanjutnya
disingkat Pj. Bupati adaIah pejatial tinggi pratama
yang ditunjuk oleh Menteri yang rnenyelenggarakan
urusan Pemerintah dalam negeri untuk
melaksanakan tugaS bupati dan wakil bupati karena
bupati dan waki} bupati Cuti di Luar Tanggungan
Negara Untuk melaksanakan Kampanye gubemur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wall kota
dan wakil Wall kota.

9. Penjabat Bupati yang selanjutnya disebut Pj Bupati
adalah ASNyang menduduki jabatan pimpinan tinggi
pratama yang ditetapkan oleh Menteri
tnenyelenggarakan urusan Pernerintah dalam negeri~
untuk melak:sanakan tugas dan wewenang bupati
karena terdapat kekosongan jabatan bupati dan wakil
bupati.

2. Kelentuan ayat (2)Pasal 4 diubah, ditambahkan 1 \:""~
ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi se ag
berikut:



. g Operasional sebagaimaD8naan Biaya PenunJan. .
Penggu dalam pasal 5meliputi:dimaksud .

di akan untuk membfayal. d pat gun .1__ ..a Biaya koordinasi ~ dilakukan bersama ......... &

• 1. . tan koordinasi yang lam' Pemerintah
l\.egla , tab Negara , nr,....
Pemerintah, .peme";emerintah KB:bupateD/.RI.I.....
Daerah lam, . tab Desa lain, ~
Pemerintah Desa, p~me::syarakat dalamlmardInaai
dan/ atau kelompo . an hubungankeharmomsmembangun

Pasal6

(1)Pen&gunaan s'
60% (en laYa Penunjang Operasional sebesar

am PUlUh l>ersen) untuk Bupati dan sebesar
2 ~O% {'mllat PUlUhJ>ersen}untuk Waki!Bupati.
{} alaJn hal BUPati berho!angan semen""", maka

WakiJ Ilupati daPal tnenggunakan Biaya P.nunjang
Operasional sebesar 100010 (seratus persen).

(3) Da.laJn hal WakiJ. Bupati berhalangan sementara
maka Bupati dapat menggunakan Biaya Penunjang
Operasional sebesar 100% (seratus persen).

(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan
sementara maka biaya Operasional dapat digunakan
oleh Pjs Bupati sebesar 100% (seratus persen)
terhitung mulai dilantik sebagal Penjabat Sementara
Bupati. .

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Bupati dan
Wakil Bupati maka biaya Operasional dapat
di akan oleh Pj Bupati sebesar 100% [seratus
gun b . Penjabatpersen) terhitung mulai dilantik se agar

Bupati.

P al 6 diubah sehingga berbunyi sebagai4. Ketentuan as
berikut:

Pasa15

3. Ketent'Uan. Pasal 5 .

Yait'U aYat (4) dan diUbah ditambahkan 2 (dua) ayat
sebagai berikut: aYat (5) sehingga PasaI 5 berbunyi

(5) BiaYa p .
ril~ _. etl\lnJartg C\...._

.::""UCU<s'UdPada "~rasional sebagaimana
Peraluran Ilullati teit! {2} beI"pedoman dengan

g Standar Barga Satuan.



a. surat pengan
Langsung;

. embayaran lan~W?-gJ= :ada ayat (1) meliputi:

Surat Perintah Pembayanm

Biaya(1) Pertanggung ja a?an penggunaan
Penunjang Ope S10~al Bupati dan Wakil

.., B t atau Pjs BupatiBupati, Pj pa 1. pembayaranmenggunakan mekanisme
langsu?,g. mbayaran langsung

(2) Me~sm~a di ~SUd pada ayat (1) ~
sebagaim . dinya pengeluaran danberdasarkan tel]
Umum Daerah.

(3)Kelengkapan ~~
sebagaunana

Serta k .
tu egtatan lain
Bu~SuBupau / wJu~ tne~dUkung pelaksanaan

b. Bia.:a· Pati, Pj Bupati atau Pjs
ra penanggulan
aaYctralta.t d gan kerawanan sosial

tnetnbiaYai a~at di&Unakan untuk
~e~cegahan da!egt:tan dalatn rangka
koal~ Yang p nandi&&ulangankerawanan
enuSkinan/k sebabkan karena

keterbatasan ~~ahan/ tn~sibah,
Y~g tnenUupa \IIa, kOnflik sosial, bencana
didalatn nege' ftrga/ tnasyarakat Merangin

c. Biaya peng~ tnauPun diluar negeri;
tnembiaYai k~an dapat digunakan untuk
pelaksanaan e&latan pen&amanan dalam
atau p' tugas. Bupati/Wakil, Pj Bupati
penceg~ Bupati sena dalam rangka
kOnflik d.an penanggulangan gejolak dan

. SOSlal di masyarakat, gunatnenClPtakan kond" '1 .
dan lSI WI ayah yang kondusif;

d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat
d1&unakan U~tuk membiayai kegiatan
kenegaraan, prornosi, protokoler, pemberian
untuk masYar~t yang berprestasi, kegiatan
olahraga, sosialt sent, bUdaya, keagamaan,
penguatan rasa, kebangsaan dan kesatuan,
dan pemberian apresiasi kepada orang
dan/ atan masY~t yang membantu tug~s
Bupati dan W . Bupati, Pj Bupati atau Pjs
Bupati diluar kegiatan sebagai mana
dimaksud pada uruf a, huruf b dan huruf c.

Ketentuan Pasal 7 di bah sehingga berbunyi sebagai5,
berikut:



Pasaln

ini mUlai berlaku pada tangIlPeraturan Bupati
diundangkan.

b.Iin~

~g~\l.n.g; d~~t I>e,;"Ieh
c. ~CUIn S Petnb"Yaran

Langa\l.n.g. \lr t Pellnint ..__

-..cu} PelllbaYaran(4) Sete1ah Petnb
Ka. U"''''n Cay: "" <Iiterhna.
Bi~ PeOI>ttj: Ilh, ~ ~~~.llh>g
ViakiJ Bt,Pati", °lleroooi<>neJ 1>.. .Ol!jUtdiIaln,, __-· " J Bt,Pa.ti.. . ~"Pati clan
,-...,.." Ill. Ui Il .....U Pj. BUpati clapatSekrelaria.t Ca.,. . e0claha,;" Pellgeluaran

(5)Peo~ Ie' lan'
Ope..... iooal Ill. Ui !Ut Biaya Pen"'1jang
Bup ..ti dan Vi ben.iah..... i>engeJu""",
BUpati .eb BUpati, Pj BUpati atau Pj.

h~ .. did ~ dUnakSUd ~8.da."¥at (4)tentna./kuitan.i taub"tn~ Ukti !ancla
-u &CUllIlyaYang SM.(6)Peo8l!Unaan I.b ~Ut Iliaya Ope-anal

Ke~ Dael'1lh uPati <Ian WakiJ Bupati, Pj
BUPati atauPj. uPati Bebaga;lllanadirnaksUd
pad~ ayat (4) hurur b, guna menj"l!ll
kew,ba"'aan B Pati dan WakiJ Bupati
didUkung den bukt;herupa cata!an rincian
pen&l!UnaanYan ditanclatan&oni Bupati danWakil BUpati.

(7)Dalam. l'8ngka tabilitaa ~ I.bib
1anjut Biaya P unjang Opera.i<>na] setiap
bulan, se1uruh J>enggunaan yang telah
diIakukan ditu I!kan daIam daftar rincian
pengeluaran Yan ditandatangani .oleh Bu~ti
dan Wakil Bupa· Pj Bupati atau Pjs Bupati.

b· Penun:ang Operasional(8) Sisa penggunaan Iaya en J,.." da bulan
satu bulan dap t dimanfaa. pa
berikutnya.



FAJ ~'w ..,....

BERlTA DAERAH KABUPATEN MERANG N TAHUN 2024 NOMOR

Diundangkan eli Bangko
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ME GIN,

Ditetapkan eli Bangko
Pada tangga} , ....,... 2024

engetahu'
tnYa, Illernerintahkan. BUpati ini

ta Daerah Kab dengan
Upaten Merangin.

Agar setiap Orang
pengundangan Pera.
penempatannYa dalarn B


